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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 88 TAHUN 2020  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGLI, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa 

pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
sebagai dasar pelaksanaan; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease (COVID) 2019; 

  c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 

Nomor S-2/PK/2021 tentang Penyesuaian 
Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019; 
  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165);  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 888); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
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Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 
Nomor 2); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3); 

  25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 9 Tahun  2017 

tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita 
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 9); 

  26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun  2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 88 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli 

Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai   
berikut : 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 

1.152.717.683.911,00 berkurang sejumlah Rp. -

25.959.997.051,00 sehingga menjadi Rp.. 

1.126.757.686.860,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

http://www.jdih.banglikab.go.id/


  www.jdih.banglikab.go.id 

a.  Pendapatan Daerah  

1. Semula Rp.1.152.717.683.911,00 

2. Bertambah/ 

(Berkurang) Rp.  (25.959.997.051,00) 

Jumlah pendapatan 

setelah Perubahan Rp.1.126.757.686.860,00 

 

b.  Belanja Daerah  

1. Semula Rp 1.152.717.683.911,00 

2. Bertambah/ 

(berkurang) Rp.  (25.959.997.051,00)      

Jumlah belanja  

setelah Perubahan Rp.1.126.757.686.860,00 

 

c.  Pembiayaan  

1. Penerimaan Pembiayaan  

a) Semula Rp. 0,00 
b) Bertambah/ 

(Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penerimaan  

pembiayaan Setelah 

Perubahan Rp.  0,00 

 

2. Pengeluaran Pembiayaan  

a) Semula Rp. 0,00 
b) Bertambah/ 

(Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran  

pembiayaan setelah  

Perubahan Rp. 0,00 

 

Jumlah Pembiayaan Netto  

setelah Perubahan Rp.  0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun  

Berkenaan Rp 0,00 

 

2. Ketentuan Lampiran Pasal 2 Peraturan Bupati Bangli 
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 88) 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 
 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 12 April 2021 

 

BUPATI BANGLI, 
 

ttd 

 
SANG NYOMAN SEDANA ARTA 

 
 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 12 April 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 
      ttd 

 
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR  10 
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